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industri pertahanan, biaya sumber literatur, laporan institusi strategis, dan
pertahanan. artikel  ilmiah untuk mengevaluasi efektivitas

kebijakan pertahanan nasional. Hasil analisis
menunjukkan bahwa meskipun modernisasi telah
meningkatkan  kapabilitas  tempur, proses ini
menghadapi tantangan besar berupa keterbatasan
anggaran, ketergantungan teknologi asing, lemahnya
koordinasi antarlembaga, serta belum
berkembangnya industri pertahanan dalam negeri.
Biaya pengadaan yang tinggi menimbulkan tekanan
fiskal jangka panjang, sedangkan risiko strategis
mencakup ketidaksesuaian doktrin, keterbatasan
sumber daya manusia, dan kerentanan operasional.
Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi
tata kelola pengadaan alutsista, penguatan ekosistem
industri pertahanan nasional, diversifikasi mitra
strategis, serta pembentukan masterplan pertahanan
jangka panjang yang berkelanjutan. Upaya tersebut
penting untuk menjamin efektivitas pertahanan
Indonesia sekaligus memperkuat kemandirian dan
ketahanan nasional.

PENDAHULUAN

Program Minimum Essential Force (MEF) telah menjadi strategi utama untuk modernisasi
pertahanan Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan militer dan mengatasi
ancaman keamanan yang kompleks (Yuliana & Djuyandi, 2021). Pemerintah Indonesia melalui
Kementerian Pertahanan menetapkan program Minimum Essential Force (MEF) sebagai kerangka
pembaruan kekuatan militer nasional yang bertahap dan terukur. Program ini bertujuan untuk
membangun postur pertahanan yang memadai guna menghadapi spektrum ancaman yang semakin
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kompleks, baik dari aspek tradisional seperti invasi militer maupun dari aspek non-tradisional
seperti terorisme, kejahatan lintas batas, dan perang siber. Program MEF sekaligus
merepresentasikan upaya negara dalam mengejar ketertinggalan teknologi pertahanan dan
memperkuat posisi strategis Indonesia di tengah dinamika kawasan Yuliana & Djuyandi (2021)
menyoroti tantangan dalam pemenuhan kebutuhan MEF, termasuk masalah anggaran dan kualitas
sumber daya manusia. Terlepas dari itu, karena adanya keterlambatan pelaksanaan dan
keterbatasan anggaran, pemerintah mempertimbangkan untuk mengganti MEF dengan masterplan
pengadaan alutsista jangka panjang selama 25 tahun (Purnomo et al., 2023). Meskipun MEF
merupakan kerangka strategis modernisasi pertahanan, tantangan implementasi seperti
keterbatasan anggaran dan sumber daya mendorong pergeseran menuju masterplan jangka panjang
yang lebih realistis dan berkelanjutan.

Kondisi geopolitik kawasan Indo-Pasifik mengalami eskalasi tensi yang cukup tajam dalam
beberapa tahun terakhir. Meningkatnya persaingan antara AS dan Cina, khususnya di Laut Cina
Selatan, telah menyebabkan meningkatnya kehadiran militer dan sengketa teritorial (Armawi &
Wijatmoko, 2022; Nugraha, 2021). Adapun sebagian besar negara kawasan mendorong
peningkatan anggaran militer dan modernisasi sistem pertahanan mereka untuk mempertahankan
kedaulatan dan stabilitas nasional. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan wilayah
yurisdiksi laut yang luas, juga terdorong untuk meningkatkan kapabilitas pertahanannya.
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar, memperkuat kemampuan pertahanannya melalui
pengadaan persenjataan strategis, seperti jet tempur Dassault Rafale dari Perancis (Basundoro,
2023). Pemerintah secara konsisten memperkuat postur TNI melalui pengadaan alutsista strategis
seperti jet tempur Rafale dan F-15EX, kapal selam, radar jarak jauh, kendaraan tempur taktis, serta
sistem pertahanan siber terintegrasi.

Modernisasi alutsista Indonesia sangat penting untuk memperkuat keamanan nasional dan
kemampuan penangkalan (Yuliana & Djuyandi, 2021). Terlepas dari itu, proses ini menghadapi
tantangan yang signifikan, termasuk keterbatasan anggaran, masalah transparansi pengadaan, dan
kebutuhan untuk mencapai target Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force/MEF)
(Yuliana & Djuyandi, 2021). Pengembangan industri pertahanan dalam negeri yang kuat sangat
penting untuk mengurangi ketergantungan pada luar negeri dan meningkatkan kemandirian
teknologi (Fride & Achnaf, 2024; Rohmad & Susilo, 2022). Industri ini tidak hanya berkontribusi
pada keamanan nasional tetapi juga merangsang pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan
lapangan kerja dan inovasi teknologi (Fride & Achnaf, 2024). Terlepas dari upaya pemerintah,
termasuk insentif fiskal dan pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP),
implementasi kebijakan pengadaan alutsista dalam kerangka MEF masih berada di bawah target
(Andalus & Djuyandi, 2023). Adapun untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan
komitmen yang kuat, perencanaan yang sistematis, dan peningkatan sinergi di antara kementerian
dan lembaga (Yuliana & Djuyandi, 2021). Meskipun modernisasi alutsista dan pengembangan
industri pertahanan dinilai krusial bagi kemandirian dan pertumbuhan nasional, lemahnya
implementasi dan koordinasi lintas sektor menunjukkan perlunya reformasi kebijakan yang lebih
terintegrasi dan berorientasi jangka panjang.

Penelitian ini mengeksplorasi kemandirian industri pertahanan dan modernisasi militer di
Indonesia. Studi menyoroti pentingnya merevitalisasi industri pertahanan untuk mencapai
kemandirian dan keunggulan strategis (Rohmad & Susilo, 2022). Belanja pertahanan dipandang
sebagai investasi jangka panjang, yang membutuhkan perencanaan sistematis dan implementasi
yang konsisten untuk mengadopsi dan berinovasi dalam teknologi militer mutakhir (Rohmad &
Susilo, 2022). Konsep ketahanan nasional dipengaruhi oleh pertahanan dan keamanan, dengan
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teori keamanan komprehensif yang menekankan pada integrasi semua kekuatan nasional untuk
mencapai tujuan nasional (Mardhani et al., 2020). Adapun untuk mengatasi kemajuan teknologi,
Ekosistem Pemeliharaan Alutsista Nasional diusulkan, dengan fokus pada pencapaian kemandirian
nasional dalam pertahanan, penguasaan teknologi untuk pemeliharaan peralatan, dan penerapan
proses pemeliharaan yang efektif (Dalimunthe et al., 2023). Strategi-strategi ini bertujuan untuk
mendukung modernisasi militer, menciptakan efek penangkalan dan efek pengganda, memastikan
pasokan amunisi, mensubstitusi impor, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Rohmad &
Susilo, 2022). Revitalisasi industri pertahanan dan ekosistem pemeliharaan alutsista menjadi
prasyarat untuk memastikan efek penangkalan yang berkelanjutan, sehingga modernisasi militer
Indonesia dapat berjalan efektif sekaligus memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh.

Penelitian terbaru menyoroti sifat multifaset dari strategi pertahanan dan ketahanan
nasional di Indonesia. Strategi pertahanan melibatkan elemen militer dan non-militer, yang
membutuhkan koordinasi di seluruh lembaga pemerintah untuk mengatasi berbagai ancaman
(Huda et al., 2024). Pengadaan peralatan militer, seperti kapal selam, sangat penting untuk
mempertahankan kekuatan esensial minimum Indonesia, meskipun tantangan seperti keterlibatan
perantara dapat memengaruhi kualitas akuisisi (Darmawan et al., 2020). Faktor ekonomi dan
politik secara signifikan memengaruhi perumusan strategi pertahanan, dengan kelangsungan hidup
nasional bergantung pada mengatasi kelemahan dan membangun kemampuan pertahanan
(Mardhani et al., 2020). Konsep ketahanan nasional telah berevolusi sebagai respons terhadap
perubahan lingkungan strategis dan meningkatnya spektrum ancaman. Lemhannas RI memiliki
peran strategis sebagai pusat unggulan ketahanan nasional yang bertujuan untuk mendukung
kedaulatan, kemandirian, dan karakter bangsa Indonesia sejalan dengan rencana pembangunan
jangka panjang (Putra S et al., 2024). Kompleksitas strategi pertahanan Indonesia menuntut sinergi
lintas sektor dan reformasi tata kelola akuisisi, sehingga penguatan ketahanan nasional dapat
terwujud secara terintegrasi dan adaptif terhadap dinamika ancaman masa kini.

Tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam
memodernisasi kekuatan militer mereka sambil mempertahankan stabilitas fiskal. Indonesia
berupaya mencapai target Minimum Essential Force (MEF) melalui peningkatan kemampuan
pertahanan dan modernisasi sistem persenjataan (Yuliana & Djuyandi, 2021). Terlepas dari itu,
upaya ini menghadapi beberapa kendala, termasuk keterbatasan anggaran, kurangnya transparansi
dalam pengadaan, keterbatasan sumber daya manusia, dan industri pertahanan dalam negeri yang
belum berkembang (Yuliana & Djuyandi, 2021). Strategi pertahanan negara menekankan
pentingnya pendekatan militer dan non-militer, yang membutuhkan koordinasi antara berbagai
lembaga pemerintah dan sumber daya nasional (Huda et al., 2024). Adapun untuk mengatasi
tantangan keamanan yang kompleks, termasuk ancaman non-tradisional, Indonesia memperluas
fokusnya pada pertahanan siber, kekuatan ekonomi, dan pendidikan publik tentang pertahanan
negara (Mahmudah & Albin Jaya, 2024). Selain itu, militer menerapkan strategi manajemen
keuangan yang akuntabel untuk memanfaatkan anggaran pertahanan secara efektif guna
mengantisipasi potensi ancaman militer (Hananto, 2021). Keseimbangan antara modernisasi
militer dan stabilitas fiskal menuntut reformasi pengelolaan anggaran serta sinergi lintas sektor,
agar strategi pertahanan Indonesia mampu menjawab tantangan kompleks secara efektif dan
berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya dan risiko strategis yang muncul dari
kebijakan modernisasi alutsista Indonesia. Fokus utama terletak pada evaluasi terhadap beban
fiskal, ketahanan teknologi, dan efektivitas strategi modernisasi dalam mendukung tujuan
pertahanan nasional jangka panjang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
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studi dokumen dan analisis tematik guna mengidentifikasi pola dan implikasi kebijakan yang
sedang berjalan. Harapan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi akademis dan praktis
bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pertahanan yang adaptif, efisien, dan
berkelanjutan di tengah tekanan global dan keterbatasan sumber daya nasional.

LANDASAN TEORI

Kerangka teoretis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan cost-risk strategic
assessment. Pendekatan ini berfungsi untuk mengevaluasi kebijakan pertahanan dengan
menggabungkan dua dimensi utama, yaitu efisiensi biaya dan identifikasi risiko strategis. Penilaian
kebijakan pertahanan tidak dapat hanya mengandalkan perhitungan kemampuan tempur atau
kuantitas alutsista. Penilaian juga harus mempertimbangkan keberlanjutan fiskal, tingkat otonomi
teknologi, potensi tekanan politik dari negara pemasok, serta implikasi geopolitik terhadap posisi
strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Pendekatan ini membantu peneliti untuk menyusun
analisis kebijakan secara menyeluruh dan kontekstual, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai
dasar perumusan rekomendasi yang realistis dan berorientasi masa depan.
1. Teori Modernisasi Pertahanan

Modernisasi pertahanan merupakan proses pembaruan sistem, struktur, dan kapabilitas

militer untuk menyesuaikan diri dengan dinamika ancaman serta kemajuan teknologi global.
Menurut Mardhani et al., (2020), modernisasi pertahanan tidak hanya berkaitan dengan pengadaan
peralatan baru, tetapi juga mencakup reformasi organisasi, pembaruan doktrin, serta peningkatan
kualitas sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan keamanan multidimensi.
Modernisasi bertujuan membangun kekuatan militer yang efektif dan adaptif dalam menghadapi
ancaman konvensional maupun non-konvensional. Berdasarkan konteks Indonesia, kebijakan
modernisasi diwujudkan melalui program Minimum Essential Force (MEF) yang dirancang untuk
mencapai kekuatan pokok minimum secara bertahap (Yuliana & Djuyandi, 2021). Program ini
berperan sebagai strategi pembangunan kekuatan pertahanan nasional dengan fokus pada
keseimbangan antara kemampuan tempur, efisiensi fiskal, dan pembangunan industri pertahanan
dalam negeri. Teori modernisasi pertahanan menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pertahanan
tidak hanya ditentukan oleh jumlah atau kecanggihan alutsista, tetapi juga oleh sejauh mana
modernisasi tersebut mampu mendukung kemandirian teknologi, efektivitas kelembagaan, dan
stabilitas fiskal negara.
2. Teori Strategi Pertahanan Nasional

Teori strategi pertahanan menjelaskan cara suatu negara mengelola seluruh sumber daya
nasional untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah dari ancaman luar maupun dalam negeri.
Menurut Huda et al., (2024), strategi pertahanan Indonesia berlandaskan pada prinsip pertahanan
semesta (fotal defense), yakni keterpaduan antara kekuatan militer dan non-militer untuk mencapai
keamanan nasional yang menyeluruh. Berdasarkan teori keamanan komprehensif (Comprehensive
Security Theory), sistem pertahanan nasional yang efektif harus melibatkan dimensi militer,
ekonomi, sosial, dan politik secara terintegrasi (Mardhani ef al., 2020). Berangkat dari penjelasan
sebelumnya, modernisasi alutsista merupakan bagian dari implementasi strategi pertahanan
nasional yang bertujuan membangun efek penangkalan (deterrence effect) sekaligus menjaga
keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Berdasarkan konteks kebijakan, teori strategi
pertahanan nasional berfungsi untuk menuntun arah pengambilan keputusan dalam modernisasi
alutsista agar tidak hanya berorientasi pada peningkatan daya tempur jangka pendek, melainkan
juga memperkuat kapasitas kelembagaan, industri, dan teknologi pertahanan dalam negeri secara
berkelanjutan.
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3. Teori Ketahanan Nasional
Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang menunjukkan kemampuan

untuk menghadapi dan mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari
dalam maupun luar negeri (Putra S ef al., 2024). Berdasarkan teori ini, pertahanan negara menjadi
salah satu unsur utama yang menentukan keberlangsungan eksistensi negara. Konsep ketahanan
nasional dalam perspektif pertahanan menekankan bahwa kekuatan militer harus diimbangi dengan
stabilitas sosial, ekonomi, dan politik agar terwujud kemandirian bangsa. Oleh karena itu,
modernisasi pertahanan dipahami bukan hanya sebagai upaya peningkatan kekuatan militer, tetapi
juga sebagai instrumen pembangunan nasional yang memperkuat daya tahan bangsa terhadap
krisis. Adapun dalam konteks penelitian ini, teori ketahanan nasional digunakan untuk menilai
kontribusi kebijakan modernisasi alutsista terhadap peningkatan daya saing strategis, kemandirian
industri pertahanan, dan stabilitas nasional jangka panjang.

4. Pendekatan Cost—Risk Strategic Assessment
Pendekatan cost-risk strategic assessment digunakan sebagai kerangka analisis untuk

mengevaluasi efektivitas kebijakan pertahanan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara

efisiensi biaya dan risiko strategis. Pendekatan ini berpijak pada teori manajemen strategis yang
menekankan pentingnya alokasi sumber daya secara optimal guna mencapai tujuan pertahanan
negara (Yudha et al., 2024). Adapun dalam konteks modernisasi alutsista, biaya strategis (strategic
cost) meliputi seluruh pengeluaran terkait pengadaan, pelatihan, pemeliharaan, dan pengembangan
infrastruktur pendukung, sedangkan risiko strategis (strategic risk) mencakup ketergantungan pada
negara pemasok, ketidaksesuaian teknologi, ancaman siber, serta potensi tekanan geopolitik.

Pendekatan ini menilai sejauh mana kebijakan modernisasi mampu mencapai tiga tujuan strategis

utama: (1) efisiensi fiskal, (2) kemandirian teknologi, dan (3) ketahanan institusional. Oleh karena

itu, analisis cost—risk membantu memastikan bahwa setiap keputusan pengadaan alutsista memiliki
dasar pertimbangan yang rasional, berkelanjutan, dan sejalan dengan kepentingan strategis
nasional.

5. Kerangka Konseptual Penelitian
Berdasarkan teori-teori di atas, hubungan konseptual dalam penelitian ini dapat dijelaskan

sebagai berikut:

a. Modernisasi Alutsista merupakan implementasi dari Strategi Pertahanan Nasional yang
berorientasi pada peningkatan kekuatan dan daya gentar militer.

b. Keberhasilan modernisasi bergantung pada dua faktor utama: Efisiensi Biaya dan
Kemandirian Teknologi, yang keduanya berpengaruh langsung terhadap Ketahanan
Nasional.

c. Seluruh proses modernisasi dievaluasi melalui pendekatan Cost-Risk Strategic Assessment,
yang menilai keseimbangan antara manfaat strategis dan risiko fiskal maupun politik jangka
panjang.

Kerangka ini menempatkan modernisasi alutsista sebagai instrumen strategis dalam
mewujudkan sistem pertahanan yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan, sekaligus sebagai
indikator keberhasilan strategi pertahanan nasional Indonesia di era kompetisi geopolitik Indo-
Pasifik.

METODE PENELITIAN
1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dengan
artikel ilmiah sebagai sumber datanya. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan
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pemahaman yang mendalam terhadap fenomena modernisasi alutsista Indonesia dalam kerangka
kebijakan pertahanan nasional. Penelitian kualitatif menekankan pada pemaknaan kontekstual dan
interpretatif terhadap dinamika kebijakan, strategi, serta implikasi geopolitik yang
melatarbelakangi proses modernisasi pertahanan. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk
menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik biaya, risiko, serta
strategi pertahanan yang muncul dalam implementasi program Minimum Essential Force (MEF).
Tujuannya adalah untuk menghasilkan analisis mendalam terkait efektivitas dan keberlanjutan
kebijakan modernisasi alutsista nasional.
2. Alur Penelitian

Adapun secara keseluruhan, alur penelitian ini terdiri dari empat tahap utama yang saling
berkaitan, yaitu:

a. Perumusan masalah dan latar belakang - mengidentifikasi isu strategis modernisasi alutsista
dan kebijakan MEF.
b. Landasan teori dan kerangka konseptual - membangun dasar teoretis berdasarkan teori

modernisasi pertahanan, strategi pertahanan nasional, ketahanan nasional, dan cost—risk
Strategic assessment.

C. Pengumpulan dan analisis data - melaksanakan studi pustaka dan analisis dokumen dengan
pendekatan tematik.
d. Sintesis hasil dan rekomendasi - menarik kesimpulan strategis dan menyusun rekomendasi

kebijakan untuk memperkuat kemandirian pertahanan nasional.
Tahapan ini divisualisasikan pada Gambar 1. Diagram Alur Penelitian.

Perumusan
Masalah dan
Latar Belakang

Landasan Teori
dan Kerangka
Konseptual

Sintesis Hasil dan
Rekomendasi

Pengumpulan
dan Analisis Data

Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Gambaran Umum Modernisasi Alutsista Indonesia

Program Minimum Essential Force (MEF) pemerintah Indonesia bertujuan untuk secara
bertahap mencapai kekuatan militer yang ideal untuk memenuhi kebutuhan pertahanan minimum
melalui tiga tahap utama yang dimulai sejak tahun 2010 (Yuliana & Djuyandi, 2021). Tahap ketiga
MEF (2020-2024) berfokus pada penguatan kemampuan pertahanan dan modernisasi alat utama
sistem persenjataan (Andalus & Djuyandi, 2023). Akan tetapi, tantangan dalam
mengimplementasikan MEF meliputi keterbatasan anggaran, transparansi pengadaan, keterbatasan
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sumber daya manusia, dan industri pertahanan yang belum berkembang (Yuliana & Djuyandi,
2021). Alutsista TNI Angkatan Laut yang kurang memadai berdampak pada daya tawar Indonesia
dalam geopolitik ASEAN (Saputra, 2024). Pencapaian target MEF membutuhkan komitmen yang
kuat, perencanaan yang sistematis, dan peningkatan sinergi antar kementerian dan lembaga
(Yuliana & Djuyandi, 2021). Keterlambatan pencapaian MEF mencerminkan urgensi perbaikan
tata kelola pertahanan nasional, sehingga integrasi sumber daya dan komitmen lintas sektor
menjadi kunci keberhasilan modernisasi militer Indonesia secara menyeluruh.

Pengadaan 42 jet tempur Dassault Rafale dari Prancis baru-baru ini oleh Indonesia
menandai langkah signifikan dalam memodernisasi kemampuan militernya, terutama dalam
menanggapi ancaman keamanan regional (Basundoro, 2023). Akuisisi ini bertujuan untuk
menggantikan pesawat yang sudah usang dan meningkatkan efek penangkalan Angkatan Udara
Indonesia, sejalan dengan pendekatan lindung nilai strategis negara tersebut di Indo-Pasifik
(Cahyana et al., 2023). Pemilihan Rafale dipengaruhi oleh hubungan pertahanan yang telah
berlangsung lama dengan Prancis dan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, yang
mengupayakan diversifikasi dalam pengadaan pertahanan (Cahyana ef al., 2023). Selain itu,
strategi pengadaan menekankan pada transfer teknologi dan konten lokal untuk memperkuat
industri pertahanan Indonesia (Cahyana et al., 2023). Akan tetapi, masih ada tantangan dalam
mencapai Minimum Essential Force (MEF) karena keterbatasan anggaran dan kebutuhan untuk
meningkatkan sumber daya manusia dan kemandirian industri pertahanan (Yuliana & Djuyandi,
2021). Secara keseluruhan, upaya-upaya ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk
meningkatkan kemampuan pertahanan nasionalnya. Akuisisi jet tempur Rafale mencerminkan
langkah strategis dalam diversifikasi dan penguatan pertahanan, namun efektivitasnya bergantung
pada keberhasilan integrasi teknologi dan peningkatan kapasitas industri serta sumber daya
manusia nasional.

Indonesia memodernisasi kemampuan pertahanannya di berbagai ranah untuk mengatasi
ancaman global yang terus berkembang. Pengembangan drone militer untuk operasi lintas
cakrawala dan platform multi-peran merupakan prioritas strategis (Lesmana et al., 2021).
Kendaraan udara tak berawak (unmanned aerial vehicles - UAV) ini telah terbukti efektif dalam
berbagai konflik dan diintegrasikan ke dalam operasi militer Indonesia (Utama & Anwar, 2021).
Untuk memperkuat keamanan maritim, Indonesia berfokus pada peningkatan komando angkatan
laut, mengendalikan jalur komunikasi maritim, dan menerapkan strategi perang total yang
melibatkan berbagai lembaga. Indonesia juga beradaptasi dengan tantangan Revolusi 4.0 dengan
mengintegrasikan teknologi canggih dan sistem informasi ke dalam kerangka kerja pertahanannya,
melampaui peran pendukung tradisional mereka (Wiswayana & Nugrahani, 2022). Upaya-upaya
ini bertujuan untuk menciptakan kekuatan multi-ranah yang mampu beroperasi di seluruh ranah
darat, laut, udara, siber, dan ruang angkasa untuk melindungi wilayah kepulauan Indonesia yang
sangat luas.

Upaya modernisasi diarahkan untuk menghadapi spektrum ancaman yang semakin
kompleks dan tidak terduga. Postur militer Indonesia dituntut untuk tidak lagi mengandalkan
kekuatan konvensional semata, melainkan harus mampu beradaptasi dengan karakteristik perang
asimetris, perang siber, serta konflik dengan elemen teknologi tinggi. Artificial Intelligence (Al)
memberikan tantangan yang signifikan, sehingga memerlukan pengembangan kebijakan,
peningkatan kemampuan intelijen, pertumbuhan industri pertahanan dalam negeri, dan
pembangunan kekuatan yang terintegrasi di antara komponen utama, cadangan, dan pendukung
(Rahmatika, 2022). Integrasi teknologi dan sistem informasi sangat penting untuk beradaptasi
dengan realitas Revolusi 4.0 dan memetakan potensi ancaman (Wiswayana & Nugrahani, 2022).
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Selain itu, kebijakan pertahanan di seluruh dunia sedang mengalami transformasi karena kemajuan
teknologi, pergeseran geopolitik, dan ancaman asimetris, yang membutuhkan adaptasi dan inovasi
berkelanjutan dalam strategi pertahanan untuk menjaga keamanan dan stabilitas dalam lanskap
global yang semakin kompleks (Sarjito, 2024). Adaptasi pertahanan Indonesia terhadap lanskap
ancaman modern memerlukan integrasi teknologi canggih dan reformasi strategis berkelanjutan
agar mampu menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks dan
tidak terprediksi.

Modernisasi alutsista Indonesia sangat penting bagi keamanan nasional dan melibatkan
pengintegrasian sistem komando, kendali, komunikasi, komputer, intelijen, pengawasan, dan
pengintaian (C4ISR). Adapun untuk mencapai hal ini, Indonesia perlu berfokus pada
pengembangan industri pertahanan dalam negeri dan membentuk kemitraan strategis dengan
negara lain untuk transfer teknologi (Subhan et al., 2024). Pemerintah memainkan peran penting
dalam memperkuat industri pertahanan nasional, khususnya untuk peralatan Angkatan Laut
(Subhan et al., 2024). Tantangan yang dihadapi antara lain anggaran yang terbatas, ketergantungan
pada impor, dan kebutuhan akan produk dalam negeri yang lebih kompetitif. Strategi untuk
mengatasi masalah ini termasuk mengadopsi model produksi khusus, berinvestasi dalam transfer
teknologi pertahanan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan jaminan pengadaan.
Meningkatkan keberlanjutan rantai pasokan perusahaan pertahanan seperti PT Pindad juga penting,
yang membutuhkan integrasi pemangku kepentingan dan perluasan pasar.

Kebijakan modernisasi alutsista mencerminkan langkah strategis pemerintah dalam
memperkuat daya gentar militer sekaligus menjawab tuntutan geopolitik kawasan. Strategi ini
memberikan peluang untuk meningkatkan profesionalisme prajurit, membangun postur militer
yang adaptif, serta memperkuat kedudukan Indonesia dalam konstelasi keamanan regional. Proses
ini juga sekaligus menciptakan tantangan baru yang akan dibahas lebih lanjut dalam analisis biaya
dan risiko pada bagian berikutnya.

2. Analisis Biaya Modernisasi

Indonesia secara aktif memodernisasi alutsista untuk memperkuat kemampuan pertahanan
nasional dan merespons dinamika keamanan regional (Yudha et al., 2024; Yuliana & Djuyandi,
2021). Pemerintah bertujuan untuk mencapai target Minimum Essential Force (MEF) melalui
pengadaan alutsista, tetapi menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya
transparansi, dan keterbatasan sumber daya manusia (Yuliana & Djuyandi, 2021). Anggaran
pertahanan Indonesia, sebesar 0,8% dari PDB, masih tertinggal dari negara-negara tetangga, yang
berdampak pada kesiapan operasional (Yudha et al., 2024). Adapun untuk mengatasi masalah ini,
Indonesia berfokus pada pengembangan industri pertahanan dalam negeri, yang bertujuan untuk
kemandirian dan pertumbuhan ekonomi (Rohmad & Susilo, 2022; Subhan et al., 2024). Upaya ini
membutuhkan investasi pemerintah yang signifikan dalam penelitian dan pengembangan, serta
peningkatan koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait (Rohmad & Susilo, 2022; Yudha
et al., 2024). Pengembangan industri pertahanan nasional sangat penting untuk memperkuat
kemampuan Angkatan Laut Indonesia dan mengamankan perbatasan maritim (Yudha et al., 2024).
Penguatan industri pertahanan nasional menjadi solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan
anggaran dan memperkuat kapabilitas maritim, sehingga modernisasi alutsista dapat berjalan
mandiri dan berkontribusi langsung pada stabilitas serta kedaulatan wilayah Indonesia.

Proses modernisasi tidak berhenti pada pembelian alutsista. Pemerintah perlu
mengalokasikan anggaran tambahan untuk pelatihan intensif personel TNI yang akan
mengoperasikan dan memelihara sistem senjata baru tersebut. Proses ini mencakup pengiriman
personel ke luar negeri untuk pelatihan oleh produsen, pembangunan simulator dalam negeri, serta
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peningkatan kapasitas lembaga pendidikan militer. Infrastruktur pendukung seperti hanggar,
pelabuhan militer, fasilitas pemeliharaan, dan sistem komunikasi strategis juga perlu dibangun atau
diperbarui agar kompatibel dengan teknologi alutsista yang baru. Adapun untuk mencapai
kemandirian dalam industri pertahanan, komitmen pemerintah yang kuat dan perencanaan yang
sistematis diperlukan, bersama dengan peningkatan sinergi antara kementerian dan lembaga
(Subhan et al., 2024). Upaya modernisasi meluas ke Angkatan Laut dan Korps Marinir, yang
menekankan pentingnya peningkatan peralatan secara berkala untuk mendukung tugas utama
mereka dalam menjaga pertahanan nasional (Triyulianto et al., 2023). Untuk mengatasi kemajuan
teknologi, Indonesia perlu mengembangkan Ekosistem Pemeliharaan Alutsista Nasional, dengan
fokus pada pencapaian kemandirian nasional dalam pertahanan, penguasaan teknologi
pemeliharaan, dan penerapan proses pemeliharaan yang efektif. Strategi ini bertujuan untuk
mempertahankan kedaulatan melalui kemampuan pertahanan yang efektif (Dalimunthe et al.,
2023). Keberhasilan modernisasi alutsista bergantung pada pembangunan ekosistem pendukung
yang terintegrasi, sehingga penguasaan teknologi, kesiapan personel, dan kemandirian
pemeliharaan dapat menjamin efektivitas pertahanan dan kedaulatan nasional secara berkelanjutan.

Analisis biaya juga mencakup aspek keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang. Anggaran
pertahanan yang meningkat secara drastis dapat memberikan tekanan terhadap alokasi belanja
publik di sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sipil. Trade-off
fiskal dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia menjadi isu yang sangat penting untuk
dikaji secara mendalam. Ketidakseimbangan antara ambisi modernisasi dan kapasitas fiskal
nasional berpotensi menimbulkan beban anggaran yang tidak proporsional dan mengganggu
stabilitas ekonomi makro. Kebijakan fiskal, termasuk belanja publik dan perpajakan, memengaruhi
pertumbuhan PDB dan kesejahteraan ekonomi (Rantebua et al., 2020; Suryadi, 2023). Investasi
publik dapat meningkatkan pembiayaan utang dalam jangka pendek, sementara inflasi yang
terkendali dapat mengurangi beban utang nominal (Lianawaty, 2025). Namun, efek jangka panjang
terhadap keberlanjutan utang masih belum jelas, dengan pertumbuhan ekonomi menjadi faktor
utama dalam memperkuat kondisi fiskal (Lianawaty, 2025). Fokus pemerintah pada belanja
infrastruktur dan insentif pajak untuk UKM telah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan PDB
dan penciptaan lapangan kerja (Suryadi, 2023). Namun, masih ada beberapa tantangan yang
dihadapi, termasuk pertumbuhan utang publik dan menurunnya komunikasi perpajakan, yang perlu
diatasi untuk mempertahankan dampak positif dari kebijakan anggaran (Suryadi, 2023).
Keseimbangan antara belanja pertahanan dan prioritas pembangunan nasional menuntut kebijakan
fiskal yang adaptif dan berorientasi jangka panjang, agar modernisasi militer tidak mengorbankan
stabilitas ekonomi dan kesejahteraan publik secara keseluruhan.

Studi terbaru menyoroti tantangan signifikan dalam upaya modernisasi pertahanan
Indonesia, terutama dalam hal efisiensi anggaran dan kesiapan alutsista. Terlepas dari komitmen
pemerintah untuk memodernisasi peralatan militer guna mencapai target Kekuatan Pokok
Minimum (Minimum Essential Force/MEF), beberapa kendala masih ada (Yuliana & Djuyandi,
2021). Hal ini termasuk keterbatasan anggaran, dengan belanja pertahanan Indonesia hanya 0,8%
dari PDB dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura sebesar 3,2% (Yudha et
al., 2024). Tantangan lainnya adalah koordinasi antarlembaga yang tidak efektif, kebutuhan
operasional yang terus berkembang, dan kesiapan operasional Tentara Nasional Indonesia (TNI)
yang terbatas (Yudha et al., 2024). Pemeliharaan dan perawatan peralatan yang ada sangat penting
untuk upaya modernisasi dan keamanan nasional (Tohari et al., 2023). Untuk mengatasi masalah
ini, rekomendasi yang diberikan mencakup optimalisasi anggaran pertahanan, pembentukan tim
terpadu antarlembaga, dan penggabungan teknologi modern seperti drone dan kecerdasan buatan
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dalam perencanaan pertahanan (Yudha ef al., 2024). Selain itu, mengembangkan ekosistem
pemeliharaan alutsista nasional sangat penting untuk mengatasi kemajuan teknologi (Dalimunthe
et al., 2023). Efektivitas modernisasi pertahanan bergantung pada optimalisasi anggaran dan
integrasi teknologi canggih dalam ekosistem pemeliharaan, sehingga TNI dapat meningkatkan
kesiapan operasional dan menjawab tantangan strategis secara adaptif dan berkelanjutan.

Kelemahan dalam sistem perencanaan dan pengadaan alutsista semakin memperbesar risiko
pemborosan fiskal. Proses pengadaan yang tidak berbasis kebutuhan strategis jangka panjang,
minimnya koordinasi lintas matra, serta lemahnya pengawasan publik terhadap proyek pertahanan
menyebabkan kebijakan modernisasi rentan terhadap inefisiensi. Transparansi dalam proses
negosiasi, penetapan harga, serta evaluasi kinerja penyedia alutsista masih menjadi persoalan
mendasar. Ketiadaan mekanisme audit strategis yang komprehensif mengakibatkan keputusan
pembelian cenderung bersifat jangka pendek dan tidak mempertimbangkan keberlanjutan siklus
hidup alutsista. Anggaran pertahanan yang hanya 0,8% dari PDB tidak mencukupi dibandingkan
dengan negara-negara tetangga, sehingga membatasi kesiapan operasional (Yudha et al., 2024).
Pencapaian target Minimum Essential Force (MEF) masih sulit dicapai karena keterbatasan
keuangan dan sumber daya manusia yang tidak memadai di industri pertahanan (Andalus &
Djuyandi, 2023). Adapun untuk mengatasi masalah ini, rekomendasi yang diberikan mencakup
optimalisasi anggaran hingga 1,5% dari PDB, pembentukan tim antarlembaga yang terintegrasi,
dan memasukkan teknologi modern dalam perencanaan pertahanan (Yudha et al., 2024). Selain
itu, mengembangkan industri pertahanan yang mandiri melalui kebijakan pemerintah dan
pendanaan untuk penelitian dan pengembangan sangat penting untuk menciptakan efek
penangkalan, memastikan pasokan amunisi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Rohmad &
Susilo, 2022). Minimnya transparansi dan koordinasi dalam pengadaan alutsista menimbulkan
risiko inefisiensi fiskal, sehingga reformasi tata kelola, peningkatan anggaran, dan penguatan
industri pertahanan nasional menjadi kunci dalam mencapai modernisasi militer yang efektif dan
berkelanjutan.

Evaluasi efektivitas alutsista yang dibeli jarang dilakukan secara menyeluruh dan
sistematis. Ketiadaan evaluasi ini menyebabkan kemungkinan pembelian sistem senjata yang tidak
sesuai dengan kebutuhan atau tidak mampu menjawab tantangan operasional di lapangan. Risiko
pemborosan anggaran semakin besar ketika modernisasi dilakukan berdasarkan pertimbangan
politik atau diplomatik, bukan berdasarkan analisis strategis yang mendalam. Keadaan ini
menuntut adanya reformasi dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pertahanan, agar
modernisasi tidak hanya menjadi simbol prestise, tetapi benar-benar meningkatkan kemampuan
pertahanan nasional secara nyata dan berkelanjutan.

3. Analisis Risiko Strategis

Modernisasi alutsista Indonesia menghadirkan risiko strategis yang memerlukan
pertimbangan cermat dalam perencanaan pertahanan jangka panjang. Risiko utama adalah
ketergantungan pada negara pemasok utama, yang dapat berdampak pada kedaulatan teknologi dan
fleksibilitas kebijakan pertahanan (Ambarwati et al., 2019). Adapun untuk memitigasi risiko-risiko
ini, Indonesia telah menerapkan strategi seperti diplomasi lindung nilai dan perjanjian produksi
bersama. Kerja sama antara PT Pindad dan FNSS Turki untuk produksi tank medium menunjukkan
saling ketergantungan dalam industri pertahanan, yang bertujuan untuk saling menguntungkan dan
transfer teknologi (Shiddiqy et al., 2024). Indonesia juga sedang mengembangkan rencana induk
jangka panjang untuk menggantikan sistem Minimum Essential Force (MEF), mengatasi
keterbatasan anggaran dan memprioritaskan pengadaan alutsista (Purnomo et al., 2023). Selain itu,
upaya ketahanan militer Indonesia pasca-embargo militer 2005 menunjukkan ketergantungan
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positif dengan Amerika Serikat, berdasarkan faktor historis, internal, dan eksternal (Hikmawati,

2023). Ketergantungan pada negara pemasok menuntut strategi diversifikasi dan penguatan alih

teknologi, agar modernisasi alutsista tidak mengorbankan kedaulatan pertahanan dan mampu
membangun kemandirian militer jangka panjang secara berkelanjutan.

Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam industri pertahanannya karena
ketergantungan pada teknologi asing. Ketergantungan ini menimbulkan risiko bagi keamanan
nasional, terutama di sektor energi dan maritim (Janawi et al., 2024; Prabowo & Sihaloho, 2023).
Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk terlibat dalam produksi bersama dan perjanjian
transfer teknologi, seperti proyek tank medium dengan Turki dan produksi kapal selam dengan
Korea Selatan, kolaborasi ini sering kali gagal mencapai kemandirian teknologi yang komprehensif
(Janawi et al., 2024; Shiddiqy et al., 2024). Adapun untuk mengatasi masalah ini, Indonesia harus
fokus pada pengembangan kemampuan penelitian dan pengembangan dalam negeri, meningkatkan
langkah-langkah keamanan siber, dan meningkatkan strategi negosiasi untuk memastikan transfer
teknologi yang berarti dalam kontrak pengadaan pertahanan (Prabowo & Sihaloho, 2023).
Kemandirian pertahanan hanya dapat dicapai melalui investasi serius pada litbang nasional dan
penguatan negosiasi transfer teknologi, agar Indonesia tidak terus bergantung pada mitra asing dan
mampu melindungi sektor strategis secara mandiri.

Industri pertahanan Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam mencapai
kemandirian dan mendukung upaya modernisasi. Isu-isu utama termasuk ketergantungan pada
bahan baku dan komponen asing, kapasitas produksi yang terbatas, serta infrastruktur penelitian
dan pengembangan yang lemah (Subhan et al., 2024). Pemerintah telah menginisiasi kebijakan
Industrialisasi Substitusi Impor untuk mengurangi ketergantungan pada luar negeri, khususnya di
sektor kendaraan taktis (Nurpatria et al., 2022). Namun, komponen-komponen penting masih
sangat bergantung pada teknologi impor karena kurangnya penelitian dan pengembangan di dalam
negeri. PT Pindad, produsen pertahanan utama, terus mengimpor bahan baku untuk produk-
produknya (Amarilia et al., 2023). Adapun untuk mengatasi tantangan ini, strategi yang dapat
dilakukan antara lain melalui transfer teknologi, perjanjian imbal beli, dan pengaturan perdagangan
balik untuk alutsista impor. Mencapai kemandirian membutuhkan dukungan dari semua pemangku
kepentingan, termasuk kepatuhan terhadap peraturan, jaminan pembelian, dan kemauan politik.

Risiko operasional juga meningkat akibat ketergantungan terhadap sistem digital yang
belum sepenuhnya teruji dalam konteks operasional Indonesia. Pengoperasian sistem radar,
komunikasi militer, hingga drone tempur membutuhkan jaringan digital yang aman, stabil, dan
terhindar dari serangan siber. Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam hal perlindungan
siber terhadap sistem pertahanan, sehingga penggunaan alutsista berbasis teknologi tinggi
berpotensi menghadirkan celah kerentanan strategis. Risiko fiskal menjadi dimensi lain yang tidak
dapat diabaikan. Pengadaan alutsista melalui skema kredit luar negeri atau pinjaman bilateral
menimbulkan kewajiban pembayaran jangka panjang yang membebani anggaran negara. Kenaikan
utang luar negeri sektor pertahanan dapat menekan kapasitas fiskal nasional, terutama ketika tidak
diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi atau peningkatan penerimaan negara. Ketergantungan
pada pembiayaan eksternal juga membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan
ketidakpastian ekonomi global. Risiko fiskal semakin besar apabila pengadaan alutsista tidak
disertai dengan evaluasi kelayakan jangka panjang dan proyeksi kebutuhan operasional yang
akurat. Risiko strategis yang menyertai modernisasi alutsista menuntut pendekatan manajemen
risiko yang komprehensif dan berbasis data. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi
risiko melalui penguatan diplomasi pertahanan, diversifikasi mitra strategis, serta pengembangan
industri pertahanan dalam negeri secara progresif. Upaya ini menjadi bagian penting dalam
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menciptakan kemandirian pertahanan dan memastikan bahwa proses modernisasi tidak hanya
menghasilkan peningkatan kekuatan tempur, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional dalam arti
yang sesungguhnya.

4. Evaluasi Strategi

Upaya Indonesia untuk memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) telah
menunjukkan kemajuan, tetapi masih ada beberapa tantangan. Pemerintah berupaya mencapai
target Minimum Essential Force (MEF) melalui pengadaan dan modernisasi alutsista (Yuliana &
Djuyandi, 2021). Namun, isu-isu seperti keterbatasan anggaran, transparansi pengadaan, dan
keterbatasan sumber daya manusia menghambat implementasi secara penuh (Andalus & Djuyandi,
2023). Pengembangan industri pertahanan dalam negeri sangat penting untuk meningkatkan
kemampuan angkatan laut dan mengamankan perbatasan maritim (Subhan et al., 2024). Strategi
penyebaran alutsista TNI AU bertujuan untuk mencakup seluruh kepulauan, tetapi distribusi saat
ini tidak merata, dengan hanya 40% dari persyaratan kekuatan minimum yang terpenuhi dan
terkonsentrasi di wilayah barat (Hariyono & Akib, 2019). Terlepas dari tantangan-tantangan ini,
komitmen pemerintah untuk memperkuat postur militer dan meningkatkan kemampuan pertahanan
nasional terlihat jelas melalui upaya modernisasi yang sedang berlangsung dan kerja sama
internasional dalam pengadaan alutsista.

Meskipun demikian, proses modernisasi alutsista belum sepenuhnya terintegrasi dengan
kerangka strategi pembangunan kekuatan nasional yang bersifat berkelanjutan dan holistik.
Ketidakseimbangan antara aspek pengadaan dan kesiapan kelembagaan masih menjadi hambatan
utama. Strategi modernisasi yang terlalu berfokus pada penguatan daya tempur jangka pendek
berisiko mengabaikan pembangunan kapasitas institusional, sistem pendukung teknologi, serta
sumber daya manusia pertahanan yang adaptif terhadap transformasi militer modern. Evaluasi
terhadap kebijakan modernisasi perlu memperhatikan tiga aspek utama, yaitu efisiensi biaya,
kemandirian teknologi, dan ketahanan institusional. Efisiensi biaya mengacu pada kemampuan
negara dalam mengelola anggaran pertahanan secara optimal, sehingga investasi dalam alutsista
benar-benar menghasilkan peningkatan kemampuan operasional yang proporsional. Evaluasi ini
memerlukan sistem audit strategis dan mekanisme pengawasan berbasis kinerja guna memastikan
tidak terjadi pemborosan anggaran atau duplikasi fungsi alutsista yang dibeli.

Kemandirian teknologi menjadi indikator penting dalam keberhasilan strategi modernisasi.
Ketergantungan terhadap negara pemasok dapat mengurangi fleksibilitas kebijakan dan membatasi
kemampuan Indonesia dalam menentukan arah pertahanan secara independen. Ketergantungan
yang tinggi pada teknologi asing, terutama di sektor energi, menimbulkan risiko terhadap
keamanan nasional dan ancaman siber (Prabowo & Sihaloho, 2023). Strategi pengadaan
seharusnya disertai dengan skema transfer teknologi yang jelas dan terukur, serta komitmen dari
pihak mitra untuk memberikan pelatihan dan alih keahlian yang berkelanjutan. Penguatan kapasitas
litbang (penelitian dan pengembangan) dalam negeri perlu diprioritaskan agar Indonesia mampu
menciptakan sistem senjata yang sesuai dengan karakteristik geografis dan kebutuhan nasional.
Adapun untuk mencapai kemandirian, Indonesia telah memprakarsai kebijakan Industrialisasi
Substitusi Impor, yang berfokus pada peningkatan tingkat komponen dalam negeri dalam produksi
kendaraan taktis (Nurpatria et al., 2022). Kolaborasi dengan mitra asing, seperti Korea Selatan
dalam pembuatan kapal selam, bertujuan untuk memfasilitasi transfer teknologi dan meningkatkan
kemampuan pertahanan maritim (Janawi et al., 2024). Akan tetapi, masih ada tantangan dalam
mengimplementasikan alih teknologi yang efektif karena kesenjangan sumber daya manusia dan
kebutuhan regulasi. Memperkuat kapasitas penelitian dan pengembangan dalam negeri sangat
penting untuk menciptakan sistem pertahanan yang disesuaikan dengan karakteristik geografis dan
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kebutuhan nasional Indonesia (Prabowo & Sihaloho, 2023).

Ketahanan institusional merujuk pada kesiapan struktur organisasi militer dan kementerian
terkait dalam mengelola, memelihara, serta mengembangkan sistem alutsista secara berkelanjutan.
Sistem komando dan kendali, perencanaan logistik, serta doktrin militer harus disesuaikan dengan
karakteristik sistem persenjataan yang dimiliki. Evaluasi strategi tidak hanya mengukur
peningkatan kapasitas tempur, tetapi juga menilai sejauh mana struktur kelembagaan mampu
beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan lingkungan strategis. Penguatan industri pertahanan
dalam negeri melalui kolaborasi teknologi dan pelatihan menjadi prioritas utama dalam konteks
pembangunan jangka panjang. Industri pertahanan nasional perlu diarahkan tidak hanya sebagai
pelengkap kebutuhan pengadaan, tetapi sebagai mitra strategis dalam pengembangan sistem senjata
masa depan. Kolaborasi dengan negara mitra harus menghasilkan peningkatan kapasitas produksi
dalam negeri, bukan sekadar menjadi pasar bagi produk militer asing.

Keterlibatan pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk akademisi, komunitas strategis,
sektor swasta, dan masyarakat sipil, dapat memperkuat legitimasi serta efektivitas strategi
modernisasi pertahanan. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik perlu diperluas agar
kebijakan pertahanan tidak hanya mencerminkan kepentingan jangka pendek, tetapi juga
memperkuat fondasi strategis pertahanan negara yang tahan terhadap tekanan eksternal dan krisis
internal. Evaluasi menyeluruh ini penting untuk memastikan bahwa modernisasi alutsista
berkontribusi nyata dalam membangun ketahanan nasional yang kokoh dan mandiri.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista)
merupakan langkah strategis dalam memperkuat pertahanan nasional Indonesia di tengah eskalasi
ancaman kawasan dan transformasi karakter konflik global. Program Minimum Essential Force
(MEF) menjadi kerangka utama dalam proses ini, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi
kendala yang signifikan, antara lain keterbatasan anggaran, ketergantungan teknologi asing, belum
optimalnya kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya industri pertahanan dalam negeri.

Biaya modernisasi mencakup tidak hanya pengadaan, tetapi juga pemeliharaan, pelatihan,
dan pengembangan infrastruktur, yang menimbulkan beban fiskal jangka panjang.
Ketidakseimbangan antara ambisi pertahanan dan kapasitas fiskal negara menimbulkan risiko
terhadap keberlanjutan ekonomi nasional. Di sisi lain, risiko strategis seperti ketergantungan pada
negara pemasok, kerentanan siber, serta kesenjangan antara doktrin militer dan sistem alutsista
baru mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas kebijakan modernisasi.

Evaluasi strategi modernisasi menunjukkan bahwa keberhasilan tidak dapat diukur hanya
dari peningkatan daya tempur, tetapi juga dari kemampuan kelembagaan, otonomi teknologi, dan
efektivitas operasional yang berkelanjutan. Penguatan industri pertahanan nasional, transparansi
dalam pengadaan, serta integrasi lintas sektor menjadi elemen kunci dalam membangun pertahanan
yang tangguh, adaptif, dan berdaulat.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kebijakan modernisasi alutsista Indonesia dalam
kerangka Minimum Essential Force (MEF), terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat
menjadi acuan dalam memperkuat efektivitas dan keberlanjutan program pertahanan nasional.
Pertama, pemerintah perlu meningkatkan efisiensi anggaran dan memperkuat mekanisme audit
strategis. Optimalisasi penggunaan anggaran pertahanan harus disertai sistem pengawasan yang
ketat, evaluasi berbasis kinerja, serta penghapusan pemborosan fiskal. Target peningkatan belanja
pertahanan hingga 1,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) akan lebih efektif apabila diimbangi
dengan tata kelola anggaran yang akuntabel dan terukur.
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Kedua, strategi pengadaan alutsista perlu diarahkan pada diversifikasi sumber dan
penerapan kebijakan transfer teknologi yang nyata. Dalam setiap kerja sama pertahanan, negosiasi
harus difokuskan pada perolehan lisensi produksi, pelatihan teknis, serta peningkatan kemampuan
industri dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara pemasok. Ketiga,
pemerintah perlu memperkuat industri pertahanan nasional melalui peningkatan investasi pada
kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development), pemberian insentif fiskal, serta
dukungan regulatif terhadap perusahaan strategis seperti PT Pindad, PT PAL, dan LEN.
Pengembangan ekosistem pemeliharaan dan produksi nasional harus dijadikan prioritas jangka
panjang guna mencapai kemandirian sistem pertahanan.

Keempat, modernisasi alutsista harus diiringi dengan integrasi doktrin, peningkatan
kompetensi sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur pertahanan yang kompatibel
dengan teknologi terbaru. Pembaruan doktrin militer dan pelatihan sistematis diperlukan untuk
memastikan kesiapan operasional Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menghadapi ancaman
modern. Kelima, dibutuhkan sinergi lintas sektor antara Kementerian Pertahanan, BUMN
pertahanan, akademisi, dan sektor swasta guna menciptakan kebijakan pertahanan yang
kolaboratif, adaptif, dan transparan. Reformasi tata kelola pengadaan harus menekankan prinsip
akuntabilitas publik dan pengawasan berlapis untuk meminimalkan potensi inefisiensi maupun
penyimpangan.

Terakhir, pemerintah perlu merumuskan masterplan pertahanan jangka panjang sebagai
pembaruan strategi pasca-MEF yang lebih realistis dan berorientasi pada kemandirian teknologi,
ketahanan fiskal, serta peningkatan daya gentar nasional. Strategi jangka panjang tersebut harus
menjadi panduan utama dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis global dan memastikan
keberlanjutan kekuatan pertahanan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing tinggi di
kawasan Indo-Pasifik.
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